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BUPATI PESISIR BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT 

NOMOR  53  TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PESISIR BARAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) 

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana 

Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2022-2044, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
 

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau- Kecil 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4739), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang   Penetapan    Peraturan   Pemerintah  Pengganti  
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi 

Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5364); 
 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang– 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4828); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia       Nomor 4829); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing 

Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4825); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Repubik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 
 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019   

Nomor 1); 
 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 

2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 

Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 204); 
 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1541); 
 

16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional 

Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 6); 
 

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1088); 
 

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1096); 
 

19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Penilaian Kapasitas Dalam Penanggulangan Bencana; 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 6); 
 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun  

 
2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat 

Tahun 2017 Nomor 8); 

 
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 

Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir 

Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 90); 
 

23. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pemberian Bantuan 

Pasca Bencana Bidang Sosial dan Bidang Perumahan di 

Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 439), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 14 

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis 

Mekanisme Pemberian Bantuan Pascabencana Bidang 

Sosial dan Bidang Perumahan (Berita Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 511); 
 

24. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 16 Tahun 2025 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan 

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga 

(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 

Nomor 551); 
 

25. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 48 Tahun 2025 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 583); 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 
 

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA               
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN              
2025 - 2029. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan 

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia   

Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesisir Barat. 

5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis. 

6. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan 

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan 

kegiatan masyarakat. 

7. Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Pesisir Barat yang selanjutnya disebut Rencana 

Penanggulangan Bencana Daerah adalah dokumen 

perencanaan yang disusun berdasarkan hasil analisis 

Risiko Bencana dan upaya penanggulangan Bencana 

yang dijabarkan dalam program kegiatan 

penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya. 

8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi. 
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9. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik 

geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, 

sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada 

suatu   kawasan   untuk   jangka   waktu   tertentu  yang 

mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai 

kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk 

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 

10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan 

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan 

kegiatan masyarakat. 

11. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang 

menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 

12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan 

dan/atau mengurangi ancaman bencana. 

13. Tingkat Risiko adalah perbandingan antara Tingkat 

Kerugian dengan Kapasitas Daerah untuk memperkecil 

Tingkat Kerugian dan Tingkat Ancaman akibat bencana. 

14. Aktivasi Pos Komando (POSKO) Terpadu adalah sebuah 

struktur organisasi sementara yang dibentuk untuk 

memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan 

seluruh kegiatan penanggulangan bencana atau krisis. 

15. Komunikasi risiko dan informasi publik adalah proses 

interaktif untuk berbagi informasi dan pandangan 

tentang risiko dengan berbagai pemangku kepentingan. 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan Rencana Penanggulangan Bencana 

Daerah Tahun 2025-2029 adalah: 

a. menetapkan arah kebijakan penanggulangan Bencana di 

Daerah secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan 

guna mengurangi dampak Bencana terhadap 

masyarakat, lingkungan, dan pembangunan Daerah; 

b. mengintegrasikan pengurangan Risiko Bencana ke dalam 

kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan 

Daerah, seperti rencana pembangunan jangka menengah 

Daerah, rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana 

strategis perangkat Daerah, sehingga penanggulangan 

Bencana menjadi bagian dari proses pembangunan yang 

berorientasi pada ketangguhan dan keberlanjutan 

wilayah; dan 
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c. meningkatkan kapasitas kelembagaan, sumber daya 

manusia, dan partisipasi masyarakat dalam manajemen 

Risiko Bencana melalui pendekatan kolaboratif antar 

pemangku kepentingan, pemanfaatan teknologi, dan 

penguatan sistem informasi risiko serta peringatan dini. 

 

Pasal 3 

(1) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dituangkan dalam 

bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I     : Pendahuluan 

Bab II    : Pokok Pikiran 

Bab III   : Materi Muatan 

Bab IV   : Penutup 

(2) Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 
Pasal 4 

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-
2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditinjau secara 

berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila 
terjadi Bencana. 

Pasal 5 

(1) Pendanaan pelaksanaan Rencana Penanggulangan 
Bencana Daerah Tahun 2025-2029 bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja Daerah. 
(2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan 
pelaksanaan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah 
Tahun 2025-2029 dapat bersumber dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja nasional; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi 

Lampung; dan 
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 6 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat. 

 

   
Ditetapkan di Krui  

pada tanggal  31 Desember 2025   
 

BUPATI PESISIR BARAT, 
 
 

ttd 
 

 
DEDI IRAWAN 

 
 

Diundangkan di Krui  

pada tanggal 31 Desember 2025 
 

SEKRETARIS  DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT, 

 
 
ttd 

 
 

TEDI ZADMIKO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR 588 
 
 
 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 
      KEPALA BAGIAN HUKUM  

   KABUPATEN PESISIR BARAT, 

  

    RULLY NASRULLOH, S.H.,M.H.   
    NIP. 198609212009121001 

 


